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PERLINDUNGAN ATAS HAK MASYARAKAT TERHADAP KEKUASAAN
NEGARA DALAM MENGENAKAN PAJAK

Abstrak

Batasan bagi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak (limitation of taxation
power) sebenarnya telah cukup jelas dinyatakan dalam konsitusi, yakni Pasal 23A
Amandemen Ketiga UUD 1945, yang mengharuskan bahwa pajak harus dipungut
dengan undang-undang. Apa yang harus diatur di dalam undang-undang pajak adalah
mengenai subjek dan Wajib Pajak, objek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, serta
tatacara pemungutan pajak. Akan tetapi, ternyata keempat komponen utama pajak
tersebut oleh undang-undang ternyata didelegasikan lagi ke dalam bentuk-bentuk
peraturan di bawahnya yang berada dalam kekuasaan pemerintah, sehingga
memunculkan diskresi dari pemerintah sebagai otoritas pajak untuk membuat dan
menentukan keempat komponen pajak di atas. Padahal pajak itu haruslah berdasarkan
kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh wakilnya di DPR/DPRD. Kondisi ini,
dihadapkan dengan besarnya kekuasaan pemerintah dalam mengenakan pajak kepada
masyarakat, dapat melampaui hak-hak Wajib Pajak yang harus dilindungi
berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum
normatif (dogmatic research) dan dengan pendekatan masalah menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (ststue approach), pendekatan analitis
(analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta socio-
legal diketahui bahwa perlindungan atas hak masyarakat terhadap kekuasaan negara
dalam mengenakan pajak dapat dilakukan melalui pembatasan kekuasaan negara
dengan memaksimalkan fungsi DPR/DPRD dan DPD dalam perancangan undang-
undang maupun pajak daerah, sehingga keempat komponen pajak tidak lagi dapat
didelegasikan secara luas dan tak terbatas kepada pemerintah.

Kata Kunci : Perlindungan hak masyarakat, kekuasaan negara, pengenaan pajak.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk membiayai public saving pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk
pembiayaan pengeluaran negara. Melalui pajak maka kas negara dapat terisi dan
negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya, antara lain pembangunan infrastruktur,
penertiban guna mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam
masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, penegakan

keadilan, dan lain sebagainya.

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan andalan bagi pemerintah dalam

memandang fungsi budgetaire pajak, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk

! Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 1994, Eresco, Bandung, him.8.



memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Oleh sebab itu,
pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sudah tentu akan berusaha untuk

memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk
membayar pajak karena Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh
keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Kelalaian maupun
kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan
Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan, baik sanksi administratif maupun pidana,

dikarenakan sifat dari pajak itu sendiri adalah dapat dipaksakan.

Pasal 23A Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah
menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang. Akan tetapi, pasal ini tidak memberikan
batasan kepada negara (yang direpresentasikan oleh Pemerintah), terhadap
kekuasaannya mengenakan pajak. Hal ini disebabkan oleh setiap rancangan undang-
undang biasanya selalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) sebagai badan legislatif atas inisiatif
Pemerintah. Tidak dibatasinya kekuasaan ini mengakibatkan ketentuan perpajakan
sering menyimpang dari ketentuan hukum pajak serta prinsip-prinsip pemungutan
pajak sebagaimana teori Adam Smith yang terkenal dengan sebutan The Four Canons

of Tax yaitu prinsip keadilan, kepastian, kemampuan, dan efisiensi.



Sebagaimana ketentuan UUD 1945, seharusnya pajak ditetapkan dengan undang-
undang. Akan tetapi, sering kali pajak dikenakan dengan berlandaskan pada peraturan
pemerintah atau peraturan lain di bawahnya. Sebagai contoh, terdapat pada Pajak
Penghasilan (PPh), dimana Pemerintah diberikan kebebasan untuk menentukan tarif,
menentukan besarnya penghasilan yang dapat dikenakan pajak maupun yang tidak
dikenakan pajak, serta menentukan sifatnya atas penghasilan lainnya. Penentuan
penghasilan tidak kena pajak sebagai salah satu komponen dalam menetapkan
besarnya dasar PPh dituangkan dalam peraturan menteri keuangan, seperti Peraturan
Menteri Keuangan No0.162/PMK011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan lain yang menentukan tentang subyek
pajak, obyek pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak (tax base) banyak tersebar

berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sendiri.

Dalam rangka ekstensifikasi pajak dari sektor PPh, Pemerintah menerbitkan PP
No0.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang
Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP
ini menentukan bahwa Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak
termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak akan
dikenakan PPh 1% dari peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun

Pajak. Itu artinya, pengusaha atau pedagang dengan omset kecil seperti pedagang



kelontongan atau pengusaha indstri kecil dan menengah (UMKM) akan dikenakan

PPh dengan tarif 1%.?

Pada Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun Sendiri (PPn KMS)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No0.163/PMK.03/2012,
ternyata pelaksanaan pemungutannya bertentangan dengan prinsip-prinsip
pemungutan pajak. Yang pertama dari segi keadilan horizontal®, ternyata tidak semua
masyarakat yang sedang melakukan kegiatan pembangunan maupun renovasi
bangunan dikenakan PPn KMS. Hal ini merupakan bentuk dari diskriminasi pajak,
karena atas keadaan yang sama, tidak semua orang dikenakan pajak yang sama.
Selain itu, untuk material bahan bangunan sebagai salah satu dasar pengenaan PPn
KMS, sebenarnya telah terkandung di dalamnya PPn yang ditanggung ketika
pembelian, sehingga bertentangan dengan prinsip pajak, dimana terhadap objek yang

sama seharusnya tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.*

Awal tahun 2015 Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif bea materai dan
pengenaannya bagi pembelanjaan ritel (supermarket). Ini artinya, setiap
pembelanjaan di atas Rp 250.000,- maka konsumen diharuskan membayar bea

materai.” Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk melakukan perluasan pajak

? Penelitian Wayan Ayu Anggare Dewi, Penerapan Kebijakan Terhadap Pengenaan PPh 1 % Bagi
Wajib Pajak Orang Atau Badan Yang Memiliki Usaha, Skripsi, 2015, Universitas Lampung.

? Keadilan horizontal artinya Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama
harus dikenakan jumlah pajak yang sama, Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, 2005,
Yogyakarta, Ull Press, him.15.

* Penelitian Fitri Agista Putri, Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Kegiatan Membangun
Sendiri Di Kota Bandar Lampung, Skripsi, 2015, Universitas Lampung.

> Husen Miftahudin, Kenaikan Bea Materai Berlaku Tahun Ini, 2015,
http://ekonomi.metrotvnews.com, diakses 11 Maret 2015.


http://ekonomi.metrotvnews.com/

(ekstensifikasi) dengan mengenakan pajak terhadap rumah kost, jalan tol, tukang
jahit, tas mewah dan perhiasan, kepemilikan batu akik, serta transaksi jual-beli
melalui online shop.® Meskipun pajak-pajak tersebut masih berupa rencana
Pemerintah, namun bukan tidak mungkin dapat terlaksana, sebab rencana (het plan)

merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan.’

Di tingkat daerah, pemungutan pajak daerah dilakukan dengan berpedoman kepada
UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan
pengenaan tarif maksimal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih terbawa euphoria mengejar target
penerimaan  daerah, sehingga memungut pajak terkadang tidak lagi
mempertimbangkan aspek potensi dan elastisitas kecukupan daerah. Beberapa jenis
pajak daerah pada akhirnya harus diakhiri pemungutannya dengan dicabutnya

peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut.®

Masyarakat sebagai subyek pajak diharapkan secara aktif mau memenuhi kewajiban
pajaknya sekalipun hanya kecil sehingga dari sisi pemungutan dapat menekan biaya
pemungutan. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat selaku Wajib Pajak.’
Kondisi ini, dihadapkan dengan besarnya kekuasaan Pemerintah dalam mengenakan

pajak kepada masyarakat, dapat melampaui hak-hak Wajib Pajak yang harus

® Transaksi Online Hingga Penjahit Pun Kena Pajak, 2015, http://detikislam.com, diakses 11 Maret
2015.

’ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, 2010, Rajawali Press, Jakarta, him.193-202.

® Studi kasus pajak sarang burung walet yang tidak pernah mencapai target sejak tahun pertama
pemungutan sehingga pada tahun keenam pajak tersebut dicabut, penelitian Hagki Prakarsa Kalbi,
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi, 2015, Universitas
Lampung.

? Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002, Yogyakarta, Penerbit Andi., him.53


http://detikislam.com/
http://www.bukabuku.com/searches/index/brand:Rajawali%20Press

dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan pajak. Jangan sampai hak-hak
masyarakat diciderai oleh kehendak Pemerintah dalam melakukan ekstensifikasi

pajak untuk memperoleh penerimaan negara yang besar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah batasan-batasan bagi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak
terhadap masyarakatnya?

2) Bagaimanakah perlindungan atas hak masyarakat terhadap kekuasaan negara

dalam mengenakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah dan
masyarakat tentang batasan-batasan bagi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak
terhadap masyarakatnya serta perlindungan atas hak-hak masyarakat terhadap

kekuasaan negara dalam mengenakan pajak.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyebutkan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.*® Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan™ berarti
bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan
menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan,
terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu

seperti halnya didalam retribusi.

Menurut Prof. P.J.A. Adriani, pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

9 Rochmat Soemitro, Op.Cit, h.23.



dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.**

Dari definisi Adriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang
merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan demikian ruang
lingkup pungutan lebih luas daripada pajak. Di dalam definisi tersebut terlihat bahwa
dia menekankan fungsi budgetaire (keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak

masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting, yakni fungsi mengatur.

Apa yang dikatakan oleh Adriani yang dimaksud mendapat prestasi kembali dari
negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran itu.
Prestasi dari negara berupa hak untuk menggunakan sarana dan prasrana umum,
misalnya jalan dan jembatan, atau hak perlindungan atas keamanan dan ketertiban,
tentara dan polisi, tentu saja akan diperoleh oleh para pembayar pajak itu, akan tetapi
dalam hal ini mereka memperoleh hal-hal tersebut tidak secara individual, dan juga
tidak ada hubungannya secara langsung dengan pembayaran pajak itu. Hal tersebut
dapat dibuktikan dari adanya kenyataan bahwa yang tidak ikut membayar pajak pun

dapat mengenyam kenikmatannya.

Selanjutnya Prof. Dr. Smeets berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan,
tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual,

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

R, Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 1989, Eresco, Bandung, him.2.



Definsi pajak yang dikemukakan oleh Smeets tersebut menonjolkan adanya fungsi
budgeter pajak, yakni untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Dalam definisi
tersebut, seperti halnya definisi Adriani, juga ditunjukkan bahwa pajak tidak
mengenal adanya kontraprestasi yang bersifat individual terkait dengan pembayaran

pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.
2.2 Fungsi dan Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu.
Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetaire
(anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur). Pada fungsi budgetaire, pajak
mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan
dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan
sebagai instrumet penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas

negara.?

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk
dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut diatas, pajak mempunyai fungsi
yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan
mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya
fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan

kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Apabila

2 Al Chidir, Hukum Pajak Elementer, 1993, PT Eresco, Bandung, him.7



dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat,

kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (sturen).*®

Pemerintah dalam memungut pajak harus berpijak pada prinsip-prinsip atau asas-asas

pemungutan pajak sebagaimana dikenal dengan The Four Maxim atau The Four

Cannons of Tax dari Adam Smirth, diantaranya:

1)

2)

3)

4)

Equality, adalah pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang
dengan kemampuannya, Yyaitu seimbang dengan hasil yang dinikmatinya
dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan
suatu negara mengadakan diskriminasi diantara Wajib Pajak. Dalam hal keadaan
yang sama Wajib Pajak harus dibelakukan sama dan dikeadaan yang berbeda
Wajib Pajak harus diberlakukan berbeda.

Certainty, adalah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak
mengenal kompromi, dalam asa ini kepastian hukum yang diutamakan adalah
mengenai subjek pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak dan ketentuan
mengenai pembayarannya.

Convenience of payment, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling baik
bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya
penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

Economic of Collective, adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat

mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan

B 1bid., him.134.

10



pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang

dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.**
2.3 Justifikasi Pemungutan Pajak

Justifikasi adalah putusan, alasan, atau pertimbangan yang diambil berdasarkan hati
nurani. Dengan memahami justifikasi pemungutan pajak, maka dapat menemukan
pembenaran yang hakiki mengenai mengapa fiskus berhak dan harus memungut

pajak kepada masyarakatnya.

Teori yang digunakan menjawab alasan pembenar mengapa negara memungut pajak

diantaranya adalah:

1) Teori asuransi, yakni teori yang menyatakan bahwa fiskus berhak memungut
pajak dari penduduknya, karena negara dianggap identik dengan perusahaan
asuransi, dan Wajib Pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam
hal ini pajak. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan
dengan perusahaan asuransi, sebab eksistensi imbalan yang akan diberikan
negara jika tertanggung apabila Wajib Pajak menderita resiko. Sebab
sebagaimana kenyataannya, negara tidak pernah memberi uang santunan kepada
Wajib Pajak yang tertimpa musibah. Lagi pula kalau ada imbalan dalam pajak,
maka hal itu sebenarnya bertentangan dengan unsur dalam definisi pajak itu

sendiri.

Y Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, 2005, Granit, Jakarta, h.82-94.
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2)

3)

4)

Teori kepentingan, mengatakan bahwa negara berhak memungut pajak dari
penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada
negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar
pula perlindungan negara kepadanya, termasuk kepentingan dalam perlindungan
jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin
tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada
kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi
daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain,
bahkan orang yang miskin justru seharusnya dibebaskan dari beban pajak. Sama
dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan, antara lain tentang fungsi
negara untuk melindungi segenap rakyatnya. negara tidak boleh memilih-milih
dalam melindungi penduduknya

Teori daya pikul, sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi
pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak
pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari Wajib Pajak. Beban pajak yang
dikenakan harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul
masing-masing Wajib Pajak.

Teori bakti, atau sering dipersamakan dengan teori kedaulatan negara. Penduduk
harus tunduk dan patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau
organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataan. Teori bakti mengajarkan,
bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, penduduk terikat pada
keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti

kepada negara, penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak
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kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi
negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara
telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak
membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

5) Teori daya beli, menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pajak,
artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
ke rumah tangga negara. Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak
pada akibat pemungutan pajak, misalnya tersedianya dana yang cukup untuk
membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara
pada masyarakat maka pemungutan pajak adalah juga baik.

6) Teori pembangunan, merupakan teori yang dianggap paling tepat untuk
digunakan, dimana pajak dipungut oleh negara adalah untuk kepentingan

pembangunan, guna mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.™
2.4 Tugas Negara Dalam Negara Hukum Indonesia

Tugas pokok pemerintahan modern dalam Negara hukum menurut M. Ryaas Rasyid
pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak
diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta
menciptakan  kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Untuk melaksanakan tersebut maka diperlukan organisasi publik dan manajemen

By, sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, 2007, Salemba Empat,
Jakarta, him.38
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publik. Organisasi publik sebagai elemen dari administrasi publik merupakan wadah

untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi publik. Organisasi publik dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada publik/ warga negara.'®

Selanjutnya dinyatakan Ryass Rasyid bahwa, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki 3

(tiga) tugas pokok yaitu :*’

1)

2)

3)

Memberikan pelayanan umum (publik service) yang bersifat rutin kepada masyarakat
seperti memberikan pelayanan, perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan,
pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan
keamanan bagi penduduk.

Melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat untuk mencapai
kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan,
pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta
melaksanakan pendidikan.

Menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah masyarakat seperti
membangun infrastruktur  perhubungan, telekomunikasi, perdagangan dan

sebagainya.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum sebagaimana yang dianut negara

Indonesia, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang

oM. Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, 2000, Mutiara
Sumber Widya, Jakarta, him.11.
Y Ibid., him.12.
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menyangga berdirinya negara hukum sebagaimana yang

Asshidigie. Keduabelas prinsip tersebut adalah:®

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Supremasi hukum (Supremacy of Law);
Persamaan dalam Hukum (quality before the law);
Asas legalitas (due proses of law);

Pembatasan Kekuasaan;

Organ-organ penunjang yang independen;
Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
Peradilan Tata usaha Negara;

Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court);

Perlindungan hak asasi manusia;

10) Bersifat demokratis (demokratis rechtsstaat);

dikemukakan Jimly

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welafare rechtsstaat);

12) Transparansi dan kontrol sosial.

Pemungutan pajak sudah semestinya pula memenuhi prinsip-prinsip tersebut, karena

tujuan dari dipungutnya pajak tidak lain semata-mata adalah untuk pembangunan

demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia

adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan

18 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, 2006, Jakarta, Konstitusi Press,
hlm.149-150.
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atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial yang
menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum
warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan

martabat warga negaranya sebagai manusia.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka negara yang dikategorikan sebagai

negara hukum oleh Sri Soemantri dikatakan harus mempunyai unsur sebagai berikut:

1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas
hukum atau peraturan perundang-undangan.

2) Adanya jaminan terdapat hak-hak asasi manusia (warga negara).

3) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtterlijke controle).*®

Philipus M. Hadjon berpendapat, prinsip perlindungan bagi rakyat (di Indonesia)
adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang

bersumber pada Pancasila dan prinsip hukum yang berdasarkan Pancasila.?

Perlindungan hukum bagi rakyat ada dua macam yaitu:

1) Perlindungan hukum vyang preventif, yaitu perlindungan yang diberikan
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran,
dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu
kewajiban. Pada perlindungan hukum vyang preventif, rakyat diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum

YR, sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, 1992, Bandung, Alumni, him.29.
20 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 1987, Surabaya, PT Bina limu,
him.20.

16



suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan
hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan hukum vyang represif, yakni perlindungan yang diberikan
pemerintah apabila pelanggaran telah terjadi, dengan pemberian sanksi seperti
denda, kurungan, penjara, maupun hukuman tambahan lainnya. Perlindungan

hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.?

Menurut Syahran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan jika sikap-tindak

administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya.?

Y 1bid, him.2.

2 Syahran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, 1992, Bandung,
Alumni, him.7.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research) dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan
analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Sebagai pelengkap, digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum
sebagai fenomena sosial yang terkait dengan perlindungan hak masyarakat terhadap

kekuasaan negara dalam mengenakan pajak.

3.2 Sumber Data

Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan
yang berupa buku literatur, jurnal hukum dan hasil kajian/penelitian yang berkaitan

dengan permasalahan yang dibahas.
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3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan
perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas.

2) Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data dan editing data yang
diperoleh, diklasifikasikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan menyangkut

kelengkapan data apakah ada data yang kurang atau tidak.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan
data yang dihasilkan dari kajian normatif ke dalam bentuk penjelasan secara sitematis
sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari
hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Batasan-Batasan Bagi Kekuasaan Negara dalam Mengenakan Pajak
Terhadap Masyarakat

Pada praktiknya, setiap negara akan terus berusaha mencari cara untuk memungut
pajak sebesar-besarnya dari masyarakatnya, sementara di lain sisi masyarakat yang
telah memenuhi syarat-syarat utuk dikenakan pajak atau Wajib Pajak akan pula terus
berusaha mencari celah untuk meminimalkan beban pajaknya. Kondisi ini kerap
terjadi karena posisi Wajib Pajak dinilai tidak memiliki kekuatan yang setara

(unequal) dengan otoritas pajak.”®

Di banyak negara di dunia, terdapat pembatasan bagi pemerintah untuk dapat
mengenakan pajak, karena kekuasaan pemerintah tidak boleh menjadi tidak terbatas,
termasuk dalam hal pajak, dikarenakan pajak merupakan suatu bentuk pengambilan
sebagian harta kekayaan masyarakat oleh negara. Berkenaan dengan hal ini, Lord
Acton telah menjargonkan adagium yang populer yaitu “Power tends to corrupt, but

absolute power corrupt absolutely” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung

2 Tony Febrianto & Dienda Khairani, Memahami Hak-Hak Anda Sebagai Wajib Pajak, 2014, Jakarta,
InsideTax Edisi 20, him.11.
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untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas pasti

jelas akan disalahgunakan).*

Menghindari kekuasaan pemerintah yang tidak terbatas, maka dalam pajak harus
diperhatikan norma-norma yang menjadi prinsip-prinsip dalam pengenaan pajak
sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith melalui teorinya The Four Maxims atau
The Four Canons of Tax.”® Dengan demikian, apabila tidak terdapat pengaturan
pembatasan kekuasaan mengenakan pajak dalam konstitusi, tentunya pemerintah
dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai penentu kebijakan publik, akan berusaha

untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Sejarah telah mencatat, kekuasaan pemerintah dalam mengenakan pajak terkadang
dilakukan secara tidak rasional. Di Mesir, Firaun pernah mengenakan pajak atas
minyak goreng, di Athena pernah dikenakan pajak bagi para budak dan orang asing.
Bahkan di Inggris pada tahun 1696 pernah dikenakan Window Tax atau Pajak Jendela

yang didasarkan pada kepemilikan jumlah jendela di suatu rumah.?

Pemikiran tentang pajak pada era modern telah sampai pada pandangan bahwa
terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban di dalam sistem perpajakan.
Negara memegang hak untuk mengenakan pajak dan Wajib Pajak memiliki

kewajiban untuk membayarnya. Sebaliknya, hak Wajib Pajak adalah mendapatkan

% Miriam Budiarjo dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2006, Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada, him.6.

% Lihat halaman 11.

2 Stephen Barkoczy, Foundations of Taxation Law, 2009, Sydney Australia, CCH A Wolters Kluwer
Business Australia Limited, him.1.
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perlindungan hukum atau keadilan, dan negara wajib untuk memberikan jaminan

keadilan kepada Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya.

Dalam suatu negara yang demokratis dan berasaskan hukum, kekuasaan untuk
mengenakan pajak tidak boleh bersifat tidak terbatas, atau dengan kata lain kekuasaan
untuk mengenakan pajak harus dibatasi (limitation on the taxation power) melalui
undang-undang. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 23A UUD 1945, maka
setiap pemungutan pajak maupun pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus
diatur dengan undang-undang. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah,
maka setiap pajak yang akan dikenakan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah harus dibentuk oleh DPR/DPRD dengan persetujuan bersama

Presiden atau Kepala Daerah.

Ketentuan ini sejalan dengan isi Pasal 1 UU No.12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Undang-Undang adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah.

Akan tetapi, UUD 1945 tidak memberikan batasan kekuasaan mengenakan pajak, dan
menyerahkan pengaturannya kepada undang-undang, maka seharusnya undang-
undang pajak harus dapat menjamin bahwa pengenaan pajak harus didasarkan kepada

prinsip keadilan, kepastian, dan kemampuan (ability to pay). Jadi, tidak pada
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tempatnya jika undang-undang pajak kemudian mendelegasikan sebagian kekuasaan

untuk mengenakan pajak kepada pemerintah tanpa batasan yang jelas dan ketat.?’

Pada dasarnya, suatu undang-undang tentang pajak harus terdiri dari empat

komponen, yaitu mengatur secara jelas tentang:

1) siapa saja yang diwajibkan untuk membayar pajak (subjek atau Wajib Pajak);

2) apa saja yang dikenakan pajak (objek pajak);

3) bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayar (tax base dan tax
rate); serta

4) bagaimana cara pelunasannya (dengan pemotongan, pemungutan, dan/atau

angsuran pembayaran).”®

Ini adalah batasan utama bagi kekuasaan Pemerintah dalam mengenakan pajak, di
mana dalam pembentukan suatu undang-undang, mutlak diperlukan persetujuan dari
DPR/DPRD sebagai wakil dari rakyat, sekaligus sebagai lembaga negara yang
melaksanakan fungsi pengawasan kepada Pemerintah. Secara umum, pembatasan
tersebut mengacu pada prinsip-prinsip The Four Cannons of Tax dari Adam Smith.
Selain itu, menurut Frans Vanistendael, kekuasaan mengenakan pajak harus dibatasi
dengan prinsip keadilan, kesetaraan antara aparat pajak dan Wajib Pajak, pengenaan
pajak berdasarkan kemampuan Wajib Pajak, dan ketentuan pajak tidak boleh berlaku

surut.?®

" Darussalam dan Danny Septriadi, Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak, 2006, Jakarta,
PT Gramedia Widiasarana Indonesia, him.1.

%8 Mansu ry, Pajak Penghasilan Lanjutan: Pascareformasi, 2000, Jakarta, YP4, him.12.

* Victor Thuronyi, Tax Law Design and Drafting, 1996, IMF, him.19-27.
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Lebih jauh lagi, Pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis peraturan
perundang-undangan lainnya, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, akan
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk

berdasarkan kewenangan.*

Sesuai ketentuan Pasal 8 tersebut, harus ada pendelegasian kewenangan dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-
undangan di bawahnya maupun kepada jenis peraturan perundang-undangan lainnya,
agar peraturan tersebut diakui sebagai suatu peraturan yang mempunyai hukum tetap.
Dengan pendelegasian kewenangan ini, maka peraturan tersebut baru dapat

dijalankan.®

% Menurut ketentuan Pasal 7, peraturan perundang-undangan terdiri dari hierarki yang secara
berurutan berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Di luar daripada itu, maka masuk pada jenis peraturan perundang-undangan
lainnya.

* Yuswanto, Hukum Pajak, disampaikan pada Penelitian Empiris Usul Inisiatif Rancangan Undang-
Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik
Indonesia, tanggal 10 Juni 2015 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
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Pendelegasian wewenang pada peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang
pajak, hanya diperbolehkan dalam penyelenggaraan administrasi pajak. Sehubungan
dengan besarnya wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah
untuk mengatur pengenaan pajak, seharusnya pemerintah dalam merumuskan
kebijakan perpajakan melibatkan Wajib Pajak yang terkena dampak dari kebijakan

tersebut dapat dimintai pendapat dan persetujuannya.

Begitu pula halnya di tingkat daerah, maka pajak-pajak yang dipungut di daerah harus

berdasarkan ketentuan UU No.28 Tahun 2009, dengan dilaksanakan berdasarkan

peraturan daerah di daerah masing-masing. Oleh sebab itu, pemberian kewenangan

kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pemungutan pajak daerah dalam

pelaksanaan otonomi harus mempertimbangkan Kriteria-kriteria yang berlaku secara

umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan pajak daerah yang baik, yaitu:

a. Mudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (easy to administer locally).

b. Dipungut utamanya dari penduduk lokal (imposed mainly on local resident).

c. Tidak menimbulkan masalah harmonisasi atau kompetisi antar pemerintah
daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif serta tidak mengganggu
alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi
antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.*

*? Darussalam, Mengurai Benang Kusut Perpajakan, Kompas, 5 April 2010.
** Richard M. Bird & Roy Bahl, Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward, Working
Paper Series Institute for International Business 11B Paper No.16, August 2008.
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Pendelegasian wewenang dari undang-undang atau peraturan daerah ke peraturan lain
di bawahnya dalam rangka pemungutan pajak seringkali tanpa adanya rambu-rambu
(quidance), akibatnya hak para pembayar pajak untuk dapat terlibat, melalui wakil
mereka yang ada di DPR/DPRD dalam menyepakati pajak yang akan dibebankan
kepada mereka, menjadi terabaikan. Padahal, hak Wajib Pajak sama pentingnya

dengan hak asasi manusia.**

Sebagai organ negara dengan fungsi legislatif, maka DPR/DPRD seharusnya menjadi
perwakilan rakyat dalam pengaturan materi muatan undang-undang dan peraturan
daerah tentang pajak, yakni menyangkut subjek pajak, objek pajak, tarif dan dasar
pengenaan pajak, serta tata cara pemungutan pajak. Harus ada rambu-rambu dalam
pendelegasian ketentuan undang-undang dan peraturan daerah ke peraturan lain di

bawahnya.

Namun DPR/DPRD sebagai wakil Wajib Pajak justru memberikan pendelegasian
wewenang yang luas kepada pemerintah untuk dapat mengatur pengenaan pajak,
termasuk untuk mengatur obyek dan tarif efektif pajak. Padahal, siapa yang harus
dikenakan pajak, objek apa yang harus dikenakan pajak, berapa besar tarif pajak, dan
dasar pengenaan pajak harus diatur dengan undang-undang. Tidak ada pajak yang
dapat dipungut tanpa adanya persetujuan Wajib Pajak melalui wakilnya di parlemen

(no taxation without representation).

* Duncan Bentley, Taxpayer’s Rights: An International Perpective, 1998, Gold Coast, Revenue Law
Journal, him.1.
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Rule making power dalam perpajakan harus diperhatikan. Pendelagasian dalam
undang-undang pajak perlu dibenahi. Perlu diatur kejelasan mengenai tarif pajak dan

objek pajak dalam undang-undang pajak yang berdasarkan persetujuan rakyat.*

Dengan konsep limitation on taxation power sebagaimana dijabarkan di atas,
semestinya peran DPR/DPRD harus maksimal dalam pembahasan dan pembentukan
Rencana Undang-Undang (RUU) maupun Rencana Peraturan Daerah (Raperda)
pajak, yakni memperketat hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh didelegasikan
kepada Pemerintah, dengan memberikan pembatasan bagi Pemerintah bahwa
penentuan subjek pajak, objek pajak, besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak, serta
tatacara pemungutan pajak termasuk penentuan jenis dan besarnya sanksi pajak,

hanya boleh dengan undang-undang atau peraturan daerah.

4.2 Perlindungan atas Hak Masyarakat Terhadap Kekuasaan Negara dalam
Mengenakan Pajak

Sampai saat ini, belum ada definisi yang dapat diterima secara umum terkait dengan
istilah hak-hak Wajib Pajak. Akan tetapi, definisi yang dapat dijadikan landasan
untuk memahami istilah tersebut terdapat pada konsep mengenai perlindungan Wajib
Pajak (taxpayer protection) yang digagas oleh A. van Rijn, yang mendefinisikan
perlindungan Wajib Pajak sebagai sebuah aturan tertulis maupun tidak tertulis yang

dimaksudkan untuk melindungi Wajib Pajak dari pemungutan pajak yang sewenang-

» Jimly Asshiddigie, Pajak Diatur dengan Undang-Undang, Inside Interview, 2008, Inside Tax Edisi 08.
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wenang atau melanggar hukum dalam pandangan pembayar pajak, yang dilakukan

oleh pihak otoritas pajak.*

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada
sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak
memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan,
kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang,
aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut
sesuatu, derajat atau martabat. Kewajiban adalah sesuatu, yang wajib dilaksanakan,

keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan.

Kewajiban Wajib Pajak sebagai anggota masyarakat adalah melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan
masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pajak. Akan tetapi,
kewajiban yang diterima oleh Pemerintah itu juga harus dengan mempertimbangkan
hak Wajib Pajak sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan tersebut.

Pajak merupakan kontrak antara negara dengan masyarakat, sebagaimana teori dari
J.J. Rousseau, bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat (kontrak
sosial). Di dalam asosiasi yang menjadi cikal bakal berdirinya negara, orang bisa

menyatukan dirinya dengan anggota yang lain, melakukan penyerahan diri beserta

*p. Albregtse, H. van Arendonk, Taxpayer Protection in the European Union, 1998, London, Kluwer
Law International, him.45.
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hak-haknya kepada seluruh komunitas asosiasi tersebut.®’ Salah satu hak yang
diserahkan tersebut merupakan harta yang wajib diserahkan untuk menunjang

kelangsungan komunitas (pembayaran pajak).

Pemenuhan semua hak-hak ekonomi dan sosial budaya masyarakat termasuk bidang
perpajakan merupakan tugas dan kewajiban negara sebagaimana terdapat dalam
konstitusi dan UU No0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 UU
No0.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang
diatur di dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain, dan
hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara
Republik Indonesia, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum,

poliik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Hak-hak masyarakat terhadap pajak yang dikenakan oleh negara terbagi menjadi dua,

yaitu:*®

1) Hak-hak hukum, meliputi hak-hak yang berkaitan dengan keabsahan tertentu
(specific validity) mengenai pelaksanaan dan aplikasi dari hukum pajak. Hak-hak
ini dilaksanakan berdasarkan hukum dan berfokus pada pelaksanaan prinsip-

prinsip dasar dari hukum dan substansi yang terkandung dalam hukum tersebut.

¥ Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial) terjemahan Vincent Bero, 2007,
Jakarta, Transmedia Pustaka, him.22-23.

*® Widi Widodo, Dedy Djefris, Tax Payers’s Rights: Apa yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-Hak
Wajib Pajak, 2008, Bandung, Alfa Beta, him.67-68.
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2)

Hak-hak administratif, meliputi hak-hak umum (ordinary rights) bagi sebagian
besar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi ketentuan
hukum yang berlaku dan menginginkan adanya keadilan dan efisiensi dalam
operasional sehari-hari adminitrasi perpajakan, pemungutan pajak, dan proses

penyelenggaraannya.

Menurut Thuronyi, pada pelaksanaan hak-hak hukum masyarakat terhadap pajak,

terkadang berpotensi menimbulkan sengketa sebagai akibat dari:*°

1)

2)

3)

Pajak sering dikenakan melalui regulasi administratif. Di Indonesia misalnya,
melalui Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan
Dirjen Pajak, dsb.

Otoritas pajak terlibat kesepakatan secara individual dengan Wajib Pajak,
misalnya kesepakatan untuk pengurangan jumlah pajak yang terutang karena
ketidakampuan Wajib Pajak. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan bahwa pajak
tidak dikenakan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Otoritas pajak memiliki kekuasaan atau diskresi secara administrative yang tidak
dibatasi dalam memutuskan pemberian suatu hak istimewa kepada Wajib Pajak
tertentu (tax privilege), seperti pengampunan pajak kepada suatu kelompok

Wajib Pajak tertentu.

Ketiga poin di atas merupakan inti dari permasalahan dari segi peraturan yang

membutuhkan legalitas atau pengesahan konstitusional. Sejalan dengan pemikiran

tersebut, maka harus diidentifikasikan unsur-unsur pokok dari legalitas pajak:

* Duncan Bentley, Op.Cit., him.222.
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1)

2)

3)

Suatu pajak dalam pengertiannya yang paling luas sekalipun harus diterapkan
melalui mekanisme hukum.

Struktur suatu sistem perpajakan memerlukan peraturan-peraturan yang mengatur
tentang administrasi, pengumpulan dan penegakan hukum pajak yang
memberikan ruang yang cukup kepada otoritas pajak untuk melakukan
penafsiran dalam berbagai konteks yang berbeda.

Peraturan-peraturan tersebut harus memberikan batasan yang jelas dan kerangka

yang tepat bagi otoritas pajak menjalankan kebijaksanaan atau diskresinya.*°

Hak-hak hukum masyarakat yang harus dilindungi di antaranya adalah:**

1)

Pengaturan pajak melalui mekanisme hukum.

Meskipun UUD 1945 telah mendelegasikan hukum pajak kepada undang-undang
dalam menetapkan subjek, objek, tarif dan dasar pengenaan, serta tatacara
pembayaran, namun pada praktiknya pendelegasian berlanjut kepada produk-
produk peraturan yang lebih rendah dari undang-undang seperti PP, Peraturan
Menteri, dan sebagainya. Contohnya pada UU PPh, terdapat pendelegasian untuk
dapat memperluas objek pemajakan selain dari yang ditentukan oleh undang-
undang tersebut. Hal ini membuka peluang diskresi yang luas untuk Pemerintah
dan otoritas pajak dalam menentukan tarif dan dasar pengenaan pajak. Padahal
sesuai ciri khasnya, pemungutan pajak tanpa persetujuan wakil rakyat merupakan

perampokan (taxation without representative is robbery).

40 .
Loc.Cit.
*1 Widi Widodo, Dedy Djefris, Op.Cit., him.68-85.
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2)

3)

4)

Ketentuan pajak harus dipublikasikan

Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang up-to-date tentang
peraturan pajak, tentang bagaimana masyarakat harus menghitung pajaknya,
termasuk hak-hak dalam pengajuan keberatan dan banding di pengadilan pajak.
Wajib Pajak harus memperoleh jaminan bahwa proses publikasi yang baik dan
berkualitas terhadap peraturan-peraturan pajak yang diberlakukan seimbang
antara pihak internal di lingkungan otoritas pajak maupun eksternal terutama

kepada Wajib Pajak.

Ketentuan pajak tidak berlaku surut (retroaktif)

Azas retroaktif tidak diperkenankan dalam pajak karena dapat menyebabkan
ketidakadilan bagi Wajib Pajak atau menyebabkan kesulitan bagi otoritas pajak
untuk memungutnya. Namun, sepanjang peraturan-peraturan pajak tidak
merugikan Wajib Pajak maupun negara, maka penerapan azas retroaktif tidak
menjadi masalah, yakni apabila harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip pajak

tentang keadilan, keefektifan, dan efisiensi pajak tersebut.

Adanya aspek kepastian hukum

Pentingnya azas kepastian hukum dalam sistem perpajakan disebabkan adanya
hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam pajak. Negara memegang
hak untuk mengenakan pajak dan masyarakat wajib membayarnya. Sebaliknya,
hak masyarakat adalah memperoleh keadilan dan kewajiban negara untuk
menjaminnya dalam bentuk pemberian perlindungan dan kepastian hukum dalam

perpajakan.
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5)

6)

7)

8)

Ketentuan pajak harus mudah dimengerti dan memungkinkan untuk dilaksanakan
Peraturan pajak harus dapat dipahami dan logis. Peraturan-peraturan yang tidak
masuk dan mengandung keragu-raguan akan menyebabkan kesulitan dalam
penerapannya. Masyarakat akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan yang

mudah diikuti dan dipahami.

Ketentuan-ketentuan pajak tidak boleh saling bertentangan

Peraturan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya akan berimplikasi
pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Pada praktiknya, diskresi
pemungutan pajak oleh otoritas pajak sering menimbulkan tumpang-tindih antara

satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

Hak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang benar

Kejelasan peraturan pajak tentang tarif dan dasar pengenaan pajak akan
memberikan dampak positif bagi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Apabila jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan yang ada, maka akan memunculkan keenganan bagi Wajib Pajak untuk

membayar pajaknya.

Hak untuk tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali

Wajib Pajak memiliki hak untuk terhindar dari pengenaan pajak lebih dari satu
kali untuk objek pajak yang sama, atau hak untuk terhindar dari pajak berganda.
Sebagai contoh, selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dikenakan kepada

tempat-tempat hiburan, padahal Pajak Hiburan telah dipungut oleh Pemerintah
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9)

10)

Daerah Kabupaten/Kota sebagai pajak daerahnya. Oleh sebab itu, pada tahun
2015 pemerintah pusat kemudian membebaskan PPn tempat hiburan dengan
menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang
Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan

Nilai.

Ketentuan pajak harus memenuhi aspek non diskriminasi

Prinsip dasar dalam rancangan hukum perpajakan harus mengikutsertakan
prinsip persamaan perlakuan yang terdiri atas persamaan horizontal (horizontal
equity) dan persamaan vertikal (vertical equity). Horizontal maksudnya
pemberian perlakuan sama kepada setiap Wajib Pajak dengan kondisi yang sama.
Jangan sampai pengenaan pajak tidak universal, dalam artian ada yang terkena
pajak dan ada yang tidak kena pajak. Vertikal artinya hukum pajak harus
meyakinkan bahwa pajak dialokasikan secara adil di antara Wajib Pajak dengan

kondisi atau keadaan yang berbeda yang mereka hadapi.

Ketentuan pajak harus menjunjung aspek proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas menginginkan agar Pemerintah perlu menggunakan cara-
cara yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakannya. Masyarakat berhak
mengkritisi ketentuan perpajakan yang tidak proporsional dan bertentagan

dengan rasa keadilan di masyarakat.
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Di samping hak-hak hukum, terdapat hak-hak administratif masyarakat dalam

perpajakan, antara lain:*?

1)

2)

3)

4)

5)

Hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus

Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang
mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar
pajaknya sendiri.

Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau
kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum
melakukan tindakan pemeriksaan.

Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke
Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal
jatuh tempo.

Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran
pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya.
Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.

Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak (restitusi)

42 Erly Suandy, Perencanaan Pajak, 2011, Jakarta, Salemba Empat, him.119.
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Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan
akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

6) Hak untuk mengajukan keberatan dan banding
Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan
dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di
mana WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Pengenaan pajak pada dasarnya adalah pemaksaan negara terhadap masyarakat untuk
mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak, yang hasilnya
kemudian menjadi penerimaan bagi negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Daerah (APBN/D). Penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai
ketersediaan barang dan jasa publik (public good and public services) yang tidak
dapat dipenuhi oleh masyarakat secara terpisah (private goods). Akan tetapi, pajak
masih sering dianggap sebagai semacam upeti yang dipungut tanpa hak untuk
mempertanyakan peruntukannya apalagi menolak untuk membayarnya.*® Stereotype
ini dianggap sebagai pengejewantahan dari Teori Bakti yang dipersamakan dengan

teori kedaulatan negara.**

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara

berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan

** Widi Widodo, Dedy Djefris, Op.Cit., him.1.
* Lihat halaman 14.
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berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan ketentuan itu dapat
diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksana
kedaulatan negara Indonesia ditentukan menurut UUD 1945 adalah rakyat dan
lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai

representasi kedaulatan rakyat.

Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
yang baru-baru ini diadakan oleh DPD Republik Indonesia,* seharusnya dapat
menjadi salah satu dasar bagi limitation of taxation power bagi pemerintah dalam
mengenakan pajak kepada masyarakat, sehingga mampu melindungi hak-hak hukum

maupun hak-hak administratif Wajib Pajak.

Perlindungan hukum pajak mutlak keberadaannya dalam negara hukum sebagai
pelaksanaan dari penegakan hukum pajak, mengingat penegakan hukum pajak tidak
boleh mengabaikan perlindungan hukum Wajib Pajak, karena merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dalam negara hukum Indonesia. Dengan demikian,
penegakan hukum pajak dapat terlaksana secara bersamaan dengan perlindungan
hukum Wajib Pajak agar menimbulkan kesadaran hukum kepada pejabat maupun
Wajib Pajak untuk mentaati hukum pajak. Perlindungan hukum Wajib Pajak

merupakan konsekuensi hukum yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara hukum,

** Diadakan sebagai penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan salah satunya di Fakultas
Hukum Universitas Lampung pada 10 Juni 2015.
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karena negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia termasuk Wajib Pajak.
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BAB V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Batasan bagi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak (limitation of taxation
power) sebenarnya telah cukup jelas dinyatakan dalam konsitusi, yakni Pasal 23A
Amandemen Ketiga UUD 1945, yang mengharuskan bahwa pajak harus dipungut
dengan undang-undang. Apa yang harus diatur di dalam undang-undang pajak adalah
mengenai subjek dan Wajib Pajak, objek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, serta
tatacara pemungutan pajak. Akan tetapi, ternyata keempat komponen utama pajak
tersebut oleh undang-undang ternyata didelegasikan lagi ke dalam bentuk-bentuk
peraturan di bawahnya yang berada dalam kekuasaan pemerintah, sehingga
memunculkan diskresi dari pemerintah sebagai otoritas pajak baik di tingkat pusat
maupun daerah, untuk membuat dan menentukan keempat komponen pajak. Padahal
pajak itu haruslah berdasarkan kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh wakilnya
di DPR/DPRD. No taxation without representation. Taxation without representation

is robbery.
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Hak-hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah yaitu pengaturan pajak
melalui mekanisme hukum, kepastian hukum, hak untuk membayar pajak sesuai
jumlah yang benar, hak untuk tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali, ketentuan
pajak harus dipublikasikan, tidak berlaku surut (retroaktif), mudah dimengerti dan
memungkinkan untuk dilaksanakan, tidak boleh saling bertentangan, non
diskriminasi, serta menjunjung aspek proporsionalitas, hak untuk mendapatkan
pembinaan dan pengarahan dari fiskus, hak untuk membetulkan dan memperpanjang
waktu penyampaian SPT, hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak,
hak memperoleh restitusi, serta hak untuk mengajukan keberatan dan banding.
Perlindungan atas hak-hak tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan kekuasaan
negara dengan memaksimalkan fungsi DPR/DPRD dan DPD dalam perancangan
undang-undang maupun pajak daerah, sehingga keempat komponen pajak tidak lagi

dapat didelegasikan secara luas dan tak terbatas kepada pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penellitian di atas, maka terhadap perlindungan atas hak
masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah dalam mengenakan pajak perlu dilakukan
dengan memaksimalkan fungsi DPR/DPRD dan DPD dalam perancangan RUU

maupun Raperda tentang pajak dan pajak daerah.

Kedepannya, Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang diadakan olehn DPD RI semestinya dapat menjadikan undang-
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undang tersebut sebagai limitation on taxation power bagi pemerintah dalam

mengenakan pajak kepada masyarakat.
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